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PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2024/PA. Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir: -, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan: Pedagang, tempat tinggal di
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir: -, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan: pekerja di Tidak Bekerja, tempat tinggal di
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah mempelajari berkas perkara ini.
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 16 Januari
2024, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara
Teweh dengan register Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 17 Januari 2024,
telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan

mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, yang tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 18/03/2000 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman bersama di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua)
orang Anak yang bernama :

a) Anak 1, yang lahir pada tanggal 22/02/2001;
b) Anak 2, yang lahir pada tanggal 18/02/2006;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan masalah Ekonomi, dikarenakan sejak Tergugat berhenti dari
pekerjaannya Tergugat tidak pernah lagi ada inisiatif untuk mencari
pekerjaan oleh karena itu Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi
memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan Nafkah Lahir (Harta)
kepada Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat juga diketahui memiliki banyak hutang kepada beberapa
orang bahkan sampai menggadaikan sepeda motor milik Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak mengetahui kegunaan
uang hasil Tergugat berhutang tersebut untuk apa, namun semua hutang
Tergugat tersebut Pengugat lah yang membayar;

6. Bahwa, dari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tidur bahkan mereka sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya
suami istri lagi, karena keadaan tersebut Penggugat sudah merasa tidak
sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
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7. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya
Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup
lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat,
karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai
sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat menyatakan ada perubahan
pada gugatannya yaitu pada posita poin 6 tertulis dari tahun 2022 antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur, diubah menjadi dari
tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sedangkan
pisah rumah baru kurang lebih selama 1 bulan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat
dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian
putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas
dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat
untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan
Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. No.30/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah
mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat
terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam
posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada
gugatannya sebagaimana tercantum pada duduk perkara putusan ini dan Berita
Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan
asalkan tidak mengubah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
127 Rv (Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering) “Penggugat berhak
mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa
boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement op de burgerlijk
Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan
prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process
orde (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv
(Reglement of de burgerlijk Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat
tersebut ternyata tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Hakim
berpendapat menerima perubahan pada gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat disertai
perubahannya ternyata Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru kurang lebih

1 bulan;
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Menimbang bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan halaman 5 nomor 1 dinyatakan bahwa perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta
hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat prematur karena antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah hanya kurang lebih 1 bulan sehingga belum genap 6
bulan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat
Diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (hiet ontvankelijke
verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I.,
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh
Ahmad Luthfi, S.H.l.,, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
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Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc., M.H.LI.

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:
Pendaftaran Rp  30.000,00

Proses Rp  75.000,00
Panggilan Rp 300.000,00
PNBP Panggilan Rp  20.000,00
Redaksi Rp  10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 445.000,00
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

R o e
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